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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak skenario peralihan moda transportasi terhadap penurunan emisi gas rumah 

kaca (GRK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan tutupan lahan 

yang salah satunya adalah deforestasi sebagai parameter perubahan pada tutupan lahan. Dalam penelitian ini skenario utama 

yang dikaji adalah, peralihan 20% kendaraan pribadi ke moda transportasi publik berbasis listrik dengan tingkat deforestasi 2% 

sebagai parameter pengaruh perubahan tutupan lahan. Analisis dilakukan secara kuantitatif berdasarkan pemodelan emisi 

sektoral dan efisiensi biaya mitigasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada skenario deforestasi 2%, total emisi pada tahun 

2024 mencapai 5.901,21 Gg CO₂-eq, dengan sektor energi dan pertanian sebagai penyumbang utama emisi, sementara sektor 

kehutanan menunjukkan peran penting sebagai penyerap karbon. Penerapan skenario peralihan 20% kendaraan pribadi ke moda 
transportasi publik berbasis listrik mampu menurunkan emisi sebesar 8,49% (tanpa deforestasi) dan 7,37% (dengan deforestasi), 

dengan biaya mitigasi berkisar Rp8,7–10 juta per Gg CO₂-eq. Temuan ini menunjukkan bahwa elektrifikasi transportasi 

merupakan strategi transisi energi yang efektif dan efisien di wilayah urban seperti DIY, terutama jika didukung dengan 

kebijakan konservasi kawasan hijau. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan 

rendah karbon berbasis integrasi lintas sektor.  

KATA KUNCI emisi gas rumah kaca, elektrifikasi transportasi, deforestasi, transisi energi. 

1 PENDAHULUAN 

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendesak untuk segera diatasi. Salah satu penyebab utama 

perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, yang sebagian besar berasal 
dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan, dan deforestasi. Sektor 

transportasi, sebagai salah satu penyumbang utama emisi GRK, memegang peranan penting dalam upaya mitigasi 

emisi di tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 
sektor transportasi menyumbang sekitar 23% dari total emisi GRK nasional pada tahun 2020, hal tersebut meningkat 
menjadi 27% pada tahun 2023 berdasarkan laporan dari World Resources Institute (WRI) Indonesia. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan 

tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang signifikan menghadapi tantangan besar dalam pengendalian emisi 

GRK. Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 283,5 juta jiwa, 

dengan tingkat kepadatan nasional sebesar 156 jiwa/km². Khusus di wilayah perkotaan seperti DIY, kepadatan ini 
jauh lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di kawasan urban yang mencapai 

59% pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan 

mobilitas, yang tercermin dari tingginya angka pertumbuhan kendaraan bermotor. Data dari Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa produksi kendaraan nasional pada tahun 2024 mencapai 

sekitar 1,19 juta unit, dengan total penjualan retail sebanyak 865.723 unit. Meski sempat mengalami penurunan pada 

awal tahun, penjualan kendaraan kembali meningkat sebesar 2,2% (YoY) pada Februari 2025. Berdasarkan data 
Dinas Perhubungan DIY, jumlah kendaraan bermotor meningkat secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2023 

jumlah kendaraan bermotor di DIY sebanyak 1.308.270-unit hal tersebut meningkat menjadi 1.325.628-unit pada 

tahun 2024. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut berdampak pada meningkatnya emisi karbon serta 

penurunan kualitas udara. Di sisi lain, DIY juga memiliki kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon 
(carbon sink) yang dapat membantu menyeimbangkan emisi dari sektor lain. 
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Transisi menuju moda transportasi rendah emisi seperti kendaraan listrik menjadi salah satu strategi yang 

diprioritaskan dalam upaya pengurangan emisi di sektor transportasi. Strategi ini sejalan dengan komitmen Indonesia 

dalam Perjanjian Paris untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Namun, kebijakan 
transisi energi perlu dirancang dengan mempertimbangkan keterkaitan lintas sektor, termasuk interaksi antara 

transportasi dan penggunaan lahan. Perspektif IPCC (2022) menunjukkan bahwa perencanaan spasial yang 

mengintegrasikan lima fitur pembangunan perkotaan (5Ds) secara signifikan dapat mengurangi perjalanan individu 
(VMT/VKT) dan emisi GRK di sektor transportasi.  

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi dampak elektrifikasi transportasi terhadap pengurangan 
emisi. Sihotang et al. (2021) menunjukkan bahwa konversi moda transportasi ke kendaraan listrik dapat menurunkan 

emisi hingga 10–15% di wilayah perkotaan. Nguyen et al. (2020) menganalisis efisiensi biaya dari adopsi bus listrik 

di Vietnam (Hanoi) dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 2.585 orang/km2 berdasarkan data tahun 2024 dan 

menunjukkan bahwa intervensi ini dapat efektif secara ekonomi apabila didukung dengan perencanaan yang matang. 
Di sisi lain, studi BAPPENAS (2019) dalam kerangka Low Carbon Development Initiative (LCDI) menegaskan 

bahwa pengurangan emisi yang optimal hanya dapat dicapai melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, 

seperti pada sektor energi, transportasi, tata guna lahan, kehutanan, dan pertanian. Sebagai contoh, pengembangan 
transportasi publik rendah emisi perlu disinergikan dengan perlindungan kawasan hutan sebagai penyerap karbon 

serta perencanaan tata ruang yang mencegah perluasan pemukiman ke area hijau. Namun demikian, terdapat 

kesenjangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya masih terfokus pada analisis sektoral semata 
tanpa mengintegrasikan faktor perubahan penggunaan lahan seperti deforestasi dalam model evaluasi emisi. Selain 

itu, kajian di tingkat provinsi, khususnya untuk wilayah dengan karakteristik seperti DIY yang memiliki 
keseimbangan antara kawasan perkotaan padat dan kawasan konservasi, masih terbatas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji dampak skenario peralihan moda transportasi 

terhadap penurunan emisi GRK di DIY, dengan mempertimbangkan kondisi perubahan tutupan lahan akibat 

deforestasi sebagai salah satu faktor perubahannya. Salah satu fokus utama penelitian adalah peralihan 20% 
kendaraan pribadi ke moda transportasi publik berbasis listrik yang menitikberatkan pada elektrifikasi transportasi 

dan peralihan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif terhadap 

besaran emisi yang dihasilkan dan efisiensi biaya yang diperlukan untuk mencapai penurunan tersebut. Diharapkan 
hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan yang aplikatif bagi perencanaan pembangunan rendah 
karbon di tingkat daerah. 

2 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis dampak skenario peralihan 20% 
kendaraan pribadi ke moda transportasi publik berbasis listrik terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di 

Provinsi DIY. Metode yang digunakan melibatkan pemodelan emisi berbasis aktivitas (activity-based emission 

modeling) yang disesuaikan dengan skenario perubahan moda transportasi dan kondisi deforestasi. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
a) Jumlah dan jenis kendaraan bermotor di DIY tahun 2023 berdasarkan data Dinas Perhubungan DIY. 

b) Faktor emisi kendaraan berdasarkan jenis bahan bakar dari IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories volume 2: Energi pada Chapter 3 terkait dengan Mobile Combustion (2006). 
c) Data konversi moda transportasi pribadi ke kendaraan umum dan kendaraan listrik sesuai rencana skenario 

yang disimulasikan. 

d) Data tutupan lahan dan tingkat deforestasi dari BPS dan KLHK. 
e) Data biaya investasi kendaraan listrik dan infrastruktur transportasi dari Kementerian Perhubungan dan 

laporan proyek Buy the Service (BTS). 

Terdapat dua kondisi skenario yang dianalisis: 
a) Kondisi 1: Tanpa deforestasi (0%). 
b) Kondisi 2: Dengan deforestasi sebesar 2% per tahun. 

Estimasi penurunan emisi dilakukan berdasarkan selisih antara total emisi sebelum dan sesudah skenario diterapkan. 

Biaya investasi yang dibutuhkan untuk implementasi skenario dihitung berdasarkan harga pasar kendaraan listrik dan 

estimasi biaya infrastruktur transportasi umum. Perhitungan emisi GRK dilakukan dalam satuan Gg CO2-eq 
menggunakan rumus umum: 
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖 (𝐺𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐸𝑞)  =  𝐴 × 𝐸𝐹 (𝑘𝑔 𝐶𝑂₂/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟) (1) 

Dimana Emisi adalah emisi GRK dalam satuan Gigagram CO2-eq, A adalah aktivitas (jumlah kendaraan × jarak 
tempuh tahunan), dan  EF adalah Emission Factor berdasarkan jenis kendaraan dan bahan bakar (kg CO2/km). 

Analisis data dilakukan secara kuantitatif melalui langkah-langkah berikut: 

a) Kalkulasi Emisi Awal (BAU/Baseline): Menghitung total emisi harian kendaraan pribadi berdasarkan jumlah 

kendaraan dan konsumsi bahan bakar per jenis kendaraan. 
b) Simulasi Skenario Konversi: Menghitung jumlah kendaraan yang beralih ke transportasi umum atau alternatif 

sesuai dengan masing-masing skenario, kemudian memperkirakan konsumsi bahan bakar dan emisi yang dapat 

dihindari. 
c) Estimasi Emisi Baru: Menghitung emisi baru yang dihasilkan dari penggunaan bus Trans Jogja berdasarkan 

jarak tempuh, jumlah rotasi, dan konsumsi bahan bakar solar. 

d) Penghitungan Reduksi Emisi: Menghitung selisih emisi sebelum dan sesudah konversi untuk setiap skenario. 
e) Analisis Biaya Implementasi: Mengestimasi total biaya operasional subsidi berdasarkan kilometer tempuh 

seluruh armada dalam masing-masing skenario. 

f) Evaluasi Efisiensi Biaya: Membandingkan besarnya reduksi emisi terhadap biaya yang dikeluarkan pada setiap 
skenario untuk menentukan opsi yang paling cost-effective. 

Penyesuaian terhadap faktor perubahan tutupan lahan dilakukan dengan menggunakan asumsi deforestasi sebagai 

parameter perubahan tutupan lahan berdasarkan data deforestasi selama dua puluh tahun terakhir.  Penurunan fungsi 
hutan sebagai penyerap karbon dihitung dengan mengurangkan kemampuan serapan karbon tahunan berdasarkan 

rata-rata emisi yang diserap oleh hutan tropis   (sekitar 200 ton  CO2 /ha/tahun) sebagaimana disebutkan dalam studi 

Kurnianto et al. (2020). Analisis efisiensi biaya dilakukan dengan membagi total biaya investasi dengan total emisi 
yang berhasil dikurangi, sehingga diperoleh satuan Rp/Gg CO2-eq. Interpretasi hasil dilakukan secara komparatif 

antara kondisi baseline dan skenario intervensi. Seluruh simulasi dilakukan menggunakan lembar kerja Excel 

berbasis model emisi sektoral, dan hasil divisualisasikan dalam bentuk grafik serta tabel untuk mempermudah analisis 
kebijakan. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data hasil simulasi dengan menggunakan program dari IPCC pada tahun 2024 dengan skenario 

deforestasi sebesar 2%, total emisi gas rumah kaca (GRK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 

5.901,21 Gg CO₂-eq. Nilai ini terdiri atas beberapa komponen penyumbang utama, antara lain: sektor energi sebesar 
5.165,23 Gg CO₂-eq, sektor limbah 94,80 Gg CO₂-eq, sektor pertanian 3.802,99 Gg CO₂-eq, dikurangi dengan 

serapan karbon dari sektor kehutanan sebesar -3.464,60 Gg CO₂-eq, serta kontribusi tambahan dari sektor industri 
proses dan penggunaan produk (IPPU) sebesar 302,79 Gg CO₂-eq. 

Meskipun sektor kehutanan berperan penting sebagai penyerap emisi, laju deforestasi sebesar 2% menyebabkan 

penurunan kapasitas serapan karbon secara signifikan, sehingga emisi bersih tetap tinggi. Temuan ini diperkuat oleh 
penelitian Kurnianto et al. (2020), yang menyatakan bahwa hutan sekunder di Pulau Jawa mampu menyerap sekitar 

200-ton CO₂ per hektar per tahun. Namun, dengan penurunan tutupan lahan tahunan sebesar 2%, kemampuan ini 

terus menurun, dan tidak lagi cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari sektor lain. Dalam konteks ini, 

strategi mitigasi perubahan iklim tidak dapat bertumpu pada satu sektor saja, melainkan harus bersifat lintas sektor, 
sebagaimana disarankan dalam laporan LCDI (BAPPENAS, 2019). 

Kontribusi negatif sektor kehutanan ini menandakan bahwa kawasan hutan di DIY berfungsi secara efektif sebagai 
penyerap karbon (carbon sink) dan memainkan peran vital dalam mengimbangi emisi dari sektor-sektor lain seperti 

energi dan limbah. Hal ini didukung oleh temuan Widayati & Kuncahyo (2020), yang menunjukkan bahwa hutan 

rakyat di Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi penyerapan karbon yang tinggi jika dikelola dengan prinsip 
keberlanjutan dan konservasi. Penelitian lain oleh Nurwita et al. (2022) juga menyebutkan bahwa meskipun luas 

hutan di DIY tidak sebesar provinsi lain, karakteristik tutupan lahannya yang relatif stabil serta rendahnya tingkat 
deforestasi menjadikannya penyerap karbon yang signifikan. 

Sebaliknya, sektor energi merupakan penyumbang emisi terbesar di DIY, dengan kontribusi lebih dari 5.000 Gg CO₂-

eq yang berasal dari konsumsi energi pada sektor transportasi, permukiman, dan industri. Mitigasi emisi dari sektor 

ini menjadi sangat krusial, mengingat pertumbuhan kendaraan bermotor di DIY mencapai 1,3% per tahun dan terus 
mengalami peningkatan. Data dari Dinas Perhubungan DIY mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 700 
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ribu kendaraan roda dua dan lebih dari 100 ribu kendaraan roda empat yang aktif beroperasi. Peningkatan jumlah 

kendaraan ini mendorong konsumsi bahan bakar fosil secara signifikan, sehingga berkontribusi langsung terhadap 
peningkatan emisi GRK, khususnya dari subsektor transportasi. 

  

 

Gambar 1. Diagram Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Dalam Satuan 
Gigagram 

Tingkat emisi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebesar 1,83 Gg CO₂-eq/km², hampir setara dengan 
tingkat emisi di Provinsi Bali yang mencapai 1,96 Gg CO₂-eq/km². Kedua wilayah ini merupakan kota budaya 

sekaligus destinasi wisata unggulan, yang memiliki kesamaan dalam semangat menjaga kelestarian lingkungan dan 

kebersihan kota. Sebagai contoh di provinsi DIY, desa wisata Sukunan menerapkan prinsip Ecotourism melalui 

sistem pengelolaan sampah partisipatif, yang menurut penelitian Apriliyanti & Randelli (2020) berhasil 
meningkatkan kualitas lingkungan dan kesadaran warga terhadap higiene perkotaan. Di Provinsi Bali, semangat 

serupa terlihat melalui berbagai inisiatif komunitas lingkungan seperti Project Clean Uluwatu, Niskala Bali, dan 

Gerakan Clean Tourism 2025, yang secara aktif membersihkan pantai dan tempat suci, serta mendorong pengelolaan 
limbah berbasis budaya Tri Hita Karana (Clean Tourism Movement, 2025) dan peran pecalang dalam menjaga 

lingkungan adat (Sugiantiningsih et al., 2019). Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tingkat emisi di 

keduanya relatif serupa. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata emisi tingkat nasional yang hanya sebesar 0,33 

Gg CO₂-eq/km², terlihat bahwa angka emisi DIY tergolong tinggi. Ini menunjukkan bahwa pengembangan destinasi 
wisata baru di wilayah DIY berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan dan penggunaan moda transportasi, yang 

pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan emisi karbon. Perbandingan yang lebih mencolok terlihat saat 

dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki tingkat emisi sebesar 105,20 Gg CO₂-eq/km². Tingginya 
angka ini mencerminkan peningkatan kebutuhan akan hunian, moda transportasi, dan konsumsi energi, yang secara 

langsung mendorong emisi dari sektor pemukiman dan transportasi. Studi oleh Hu et al. (2023) menunjukkan bahwa 

urbanisasi sebesar 1% dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan, terutama di negara berkembang dengan 
ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil. Jika tidak diimbangi dengan upaya perbaikan lingkungan seperti 

reforestasi, peningkatan emisi ini dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan lingkungan. World Resources 

Institute (2022) menyatakan bahwa reforestasi dan perlindungan hutan tropis memiliki potensi besar dalam menyerap 
emisi karbon dan memperkuat ketahanan iklim di kawasan urban. 
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Gambar 2. Diagram Perbandingan Nilai Emisi Perluas Wilayah Antar Provinsi di Indonesia tahun 2024 

Simulasi skenario penurunan emisi, yang didasarkan pada laju deforestasi menunjukkan bahwa kombinasi antara 

kebijakan sektoral dan pengendalian deforestasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap capaian 
pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) (Gambar 3) 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 3. Diagram Hasil Simulasi satu Skenario dengan Laju Deforestasi: (a) Diagram penurunan Emisi GRK, dan (b) Biaya 
per Satuan Ton CO₂ yang dikurangi 

Skenario diatas menunjukkan efektivitas tinggi dalam menurunkan emisi GRK di DIY, baik dalam kondisi tanpa 
deforestasi (0%) maupun dengan deforestasi 2%. Berdasarkan hasil simulasi, emisi total turun dari 5.830,50 Gg CO₂-

eq menjadi 5.309,26 Gg CO₂-eq pada kondisi tanpa deforestasi, dan dari 5.830,5 Gg CO₂-eq menjadi 5.379,96 Gg 

CO₂-eq pada kondisi dengan deforestasi. Penurunan ini mencerminkan efisiensi intervensi sebesar 8,49% dan 7,73% 
berturut-turut, dibandingkan skenario baseline. Meskipun penurunannya sedikit lebih rendah ketika deforestasi 

terjadi, hasil ini tetap menunjukkan bahwa strategi elektrifikasi transportasi memberikan kontribusi positif dalam 

mengimbangi degradasi lingkungan. Namun, pada kondisi baseline terlihat jika terjadi deforestasi sebesar 2% emisi 

naik dari 5.830,5 Gg CO2-eq menjadi 5.901.04 Gg CO2-eq. Tanda negatif menunjukan bahwa kondisi baseline 
mengalami peningkatan dari kondisi awalnya (memburuk dari kondisi awal). 

Nilai penurunan berdasarkan skenario diatas mendukung temuan Sihotang et al. (2021) yang menunjukkan bahwa 
elektrifikasi kendaraan mampu mengurangi emisi GRK hingga 15% di lingkungan perkotaan. Pengurangan emisi 

yang terjadi dalam penelitian ini juga sejalan dengan hasil studi oleh Zhao et al. (2019) yang menyatakan bahwa 

substitusi kendaraan bermotor dengan moda transportasi publik berbasis listrik dapat mengurangi intensitas karbon 
secara signifikan, terutama jika dilakukan secara masif dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa elektrifikasi 

transportasi merupakan salah satu bentuk transisi energi yang paling relevan diterapkan di daerah urban padat seperti 

DIY. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah biaya yang timbul dari implementasi skenario. Dengan biaya total 

sebesar Rp4,5 triliun, biaya penurunan emisi per Gg CO₂-eq mencapai Rp8,7 juta untuk kondisi tanpa deforestasi 
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dan Rp10 juta untuk kondisi dengan deforestasi. Nilai ini tergolong efisien jika dibandingkan dengan studi Nguyen 

et al. (2020) yang memperkirakan biaya elektrifikasi transportasi publik di Hanoi sebesar USD 500–800/ton CO₂-eq 

(sekitar Rp7–11 juta/Gg CO₂-eq), menjadikan skenario ini cukup layak secara ekonomi. Parameter kelayakan secara 
ekonomi dalam konteks ini ditinjau dari rasio antara biaya implementasi terhadap hasil penurunan emisi yang 

diperoleh. Jika biaya per unit pengurangan emisi berada dalam kisaran atau lebih rendah dari estimasi standar 

internasional (USD 200/ton CO2-eq berdasarkan laporan IPCC AR6 (2022)), maka intervensi tersebut dapat 
dikategorikan sebagai layak. Dengan demikian, nilai biaya Rp8,7–10 juta per Gg CO₂-eq masih berada dalam batas 

wajar secara global, terutama karena skenario ini juga menawarkan manfaat tambahan seperti pengurangan polusi 

udara, peningkatan kualitas hidup masyarakat urban, serta kontribusi terhadap target nasional Net Zero Emission 
(NZE). 

Selain efisiensi biaya, implementasi skenario ini berpotensi mendorong penguatan layanan transportasi publik dan 

perubahan pola mobilitas masyarakat. Jika diintegrasikan dengan sistem transit berbasis koridor dan jaringan antar 
kecamatan, maka elektrifikasi moda transportasi tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan 

aksesibilitas, efisiensi perjalanan, dan kualitas udara. Sebagai ilustrasi, sistem transportasi publik berbasis listrik 

dapat dikembangkan melalui integrasi koridor utama dan jaringan pengumpan antar wilayah. Misalnya, koridor 
timur–barat dapat dirancang melintasi jalur padat seperti Jalan Solo–Malioboro–Godean, sementara koridor utara–

selatan menghubungkan kawasan Jalan Kaliurang–Tugu Yogyakarta–Terminal Giwangan. Di sepanjang koridor 

tersebut, halte terpadu dirancang pada lokasi strategis seperti kawasan pendidikan, pusat aktivitas ekonomi, dan 
permukiman padat. Setiap halte utama kemudian dihubungkan dengan layanan angkutan pengumpan berbasis 

kendaraan listrik berkapasitas kecil yang melayani area kecamatan seperti Sewon, Banguntapan, Ngaglik, dan Mlati. 

Melalui sistem ini, mobilitas masyarakat dari kawasan pinggiran menuju pusat kota dapat dilakukan secara efisien 

tanpa ketergantungan pada kendaraan pribadi. Skema ini tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi gas 
rumah kaca dari sektor transportasi, tetapi juga mampu memperpendek waktu tempuh perjalanan, meningkatkan 

aksesibilitas antar wilayah, dan memperbaiki kualitas udara di kawasan perkotaan. Dengan demikian, integrasi moda 

transportasi berbasis listrik dengan jaringan transit wilayah mendukung pergeseran pola mobilitas masyarakat 
menuju moda berkelanjutan, yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong peningkatan konektivitas 

spasial dan keadilan akses transportasi lintas demografi. Dampak ini mendukung konsep co-benefit yang ditekankan 

dalam kebijakan pembangunan rendah karbon (LCDI, 2019), di mana pengurangan emisi berjalan seiring dengan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Peran kawasan hutan dalam menyerap emisi juga signifikan. Dengan simulasi deforestasi 2%, terjadi pengurangan 

kemampuan serapan karbon, yang berkontribusi terhadap kenaikan emisi bersih. Studi oleh Kurnianto et al. (2020) 
menyatakan bahwa hutan sekunder di Jawa mampu menyerap rata-rata 200-ton CO₂/ha per tahun, sehingga degradasi 

hutan sekecil apapun berpotensi besar meningkatkan emisi bersih. Artinya, integrasi kebijakan transportasi dengan 

kebijakan tata guna lahan dan konservasi sangat krusial. Jika konservasi kawasan hijau gagal dilakukan, maka 
pencapaian target NZE di tingkat daerah akan sulit diraih, sekalipun sektor energi telah melakukan transisi. 

Secara keseluruhan, skenario peralihan 20% kendaraan pribadi ke moda transportasi publik berbasis listrik 
memberikan nilai kompromi terbaik antara efektivitas penurunan emisi dan efisiensi biaya, dibandingkan skenario 

lainnya yang mungkin lebih ambisius namun mahal secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendekatan cost-effective 

mitigation yang disarankan dalam LCDI (BAPPENAS, 2019), yaitu mengutamakan intervensi yang memberikan 

dampak signifikan dengan biaya yang dapat ditanggung oleh anggaran nasional maupun daerah. Pemerintah daerah 
dapat menjadikan hasil skenario ini sebagai dasar perencanaan investasi hijau dan integrasi kebijakan sektoral untuk 
pembangunan berkelanjutan. 

Temuan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan transisi energi yang bersifat multisektoral. Kebijakan konversi 

kendaraan pribadi ke angkutan umum dan elektrifikasi moda transportasi perlu disertai upaya pelestarian kawasan 

hijau dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik yang andal. Dukungan kelembagaan, 
insentif fiskal, serta literasi masyarakat menjadi prasyarat penting agar perubahan sistemik ini dapat berjalan secara 
menyeluruh dan berkelanjutan. 

4 KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skenario peralihan 20% kendaraan pribadi ke moda transportasi publik 
berbasis listrik, yang mengusung pendekatan elektrifikasi moda transportasi dan peralihan kendaraan pribadi ke 

transportasi umum, mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi 
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Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan penurunan emisi sebesar 8,49% pada kondisi tanpa deforestasi dan 7,37% 

dengan deforestasi, skenario ini terbukti efektif dalam menahan laju peningkatan emisi, bahkan di bawah tekanan 
degradasi lingkungan. 

Efisiensi biaya yang dihasilkan pun tergolong baik, yaitu berkisar antara Rp8,7 juta hingga Rp10 juta per Gg CO2-

eq, sebanding dengan studi internasional. Hal ini menandakan bahwa skenario peralihan 20% kendaraan pribadi ke 
moda transportasi publik berbasis listrik tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga secara ekonomi. Selain itu, 

temuan ini menegaskan pentingnya mempertahankan kawasan hutan sebagai penyerap karbon agar manfaat 
penurunan emisi dari sektor transportasi tidak tergerus oleh degradasi lahan. 

Pemerintah daerah DIY perlu mulai mengimplementasikan kebijakan peralihan moda transportasi berbasis listrik 

secara bertahap, dimulai dari rute-rute prioritas dengan intensitas lalu lintas tinggi. Kebijakan transisi energi di sektor 
transportasi sebaiknya juga diintegrasikan dengan kebijakan pelestarian lingkungan, khususnya perlindungan 

kawasan hutan dan ruang terbuka hijau. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk 

mendorong investasi dalam infrastruktur transportasi publik rendah emisi, baik dari sisi teknologi, sarana pendukung, 

maupun edukasi publik. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan cakupan waktu yang lebih panjang 
dan memperhitungkan variabel sosial-ekonomi seperti perilaku pengguna, keterjangkauan tarif, dan kesiapan 

teknologi lokal. Pendekatan ini akan memperkuat dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan 
rendah karbon yang lebih adaptif dan berkelanjutan. 
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